BAB I
1. Pendahuluan
a.Latar belakang
1) Deskripsi Umum
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut dibentuk dan memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan dibidang penegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum  serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut dipimpin oleh Kepala Satuan (Kasat) yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sebagai penegak Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyararakat, senantiasa dituntut untuk cepat tanggap dan siap siaga penuh guna  melayani warga masyarakat didalam mengantisipasi gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang muncul ditengah masyarakat Kabupaten Garut, luasnya wilayah dan kompleknya permasalahan yang ada menjadi tantangan tersendiri bagi Satpol PP Kabupaten Garut.
Guna mendukung kelancaran dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyararakat tentunya perlu didukung dengan perencanaan,penganggaran dan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah yang handal dan akuntable,oleh karenanya sesuai dengan tugas fungsi kepala subbagian keuangan dengan ini penyusun menyampaikan permasalah hal yang berkenaan dengan  tugas fungsi subbag keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. 
Subbagian keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik daerah.Dalam pelaksanaan tugasnya untuk melaksanakan Pengadministrasian keuangan,penatausahaan dan perbendaharaan keuangan, verifikasi keuangan penyusunan pengelolaan barang milik daerah (BMD), serta pelaksanaan penyusunan laporan keuangan.
2) Tujuan
	Tujuan dari Aksi Perubahan ini untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,sehingga  penatausahan keuangan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut dapat memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi tujuan pelaporan keuangan, penatausahaan keuangan,pengamanan aset, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
	2.1 Tujuan jangka pendek
a) Terwujudnya peningkatan pelayanan penatausahaan keuangan dan BMD di Satuan Polisi Pamong Praja
b) Terwujudnyanya SOP pelayanan penatausahaan keuangan dan BMD di Satuan Polisi Pamong Praja;
c) Terwujudnya Buku Panduan Penatausahaan Keuangan dan BMD di Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten garut
d) Tersosialisaikannya SOP dan buku panduan pelayanan penatausahaan keuangan dan BMD di Satuan Polisi Pamong Praja;
e) Terimplentasikannya SOP pelayanan penatausahaan keuangan dan BMD di Satuan Polisi Pamong Praja;
	2.2. Tujuan Jangka Menengah
a) Tersosialisaikannya SOP dan buku panduan pelayanan penatausahaan keuangan dan BMD di Satuan Polisi Pamong Praja;
b) Terimplentasikannya SOP pelayanan penatausahaan keuangan dan BMD di Satuan Polisi Pamong Praja;
c) Terwujudnya penyempurnaan SOP Pelayanan Penatausahaan keuangan dan BMD di Satuan Polisi Pamong Praja;

2.3  Tujuan jangka Panjang
a) Terselengagarakannya SOP dan buku panduan Pelayanan Penatausahaan Keuangan dan BMD  di Satuan Polisi Pamong Praja;
b) Tersosialisaikannya  SOP dan buku Panduan Penatausahaan keuangan dan BMD  di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut;
c) Terimplementasikannya SOP dan buku Panduan Penatausahaan Keuangan dan BMD di Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten garut;
3) Manfaat
Penyelenggaraan aksi perubahan diharapkan memberi manfaat sebagai berikut yaitu :
3.1 Internal
a) Pencatatan yang mudah dan akurat juga tepat waktu sesuai dengan SOP atas transaksi kegiatan yang dilaksanakan;
b) Pengelolaan keuangan dan BMD yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan;
c) Perwujudan peran aparat intern yang efektif,efisien, transparan dan akuntable terhadap sumber daya dalam penerapan pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP;
3.2 Eksternal
a) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi/SKPD yang terkait dengan adanya pelaksanaan kegiatan
b) Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian penyelenggaraan kegiatan.
b) INOVASI DAN OUTPUT RENCANA AKSI; 
a. Inovasi
Adapun inovasi dalam aksi perubahan ini adalah :
a) Membuat SOP Penatausahaan Keuangan dan BMD,dan
b) Membuat Buku Pandauan Penatausahaan Keuangan;

b. Output Rencana Aksi Perubahan
Berdasarkan rencana inovasi di atas maka output aksi perubahannya sebagai berikut :
a) Tersusunannya SK pembentukan TIM efektif 
b) Terbentuk Tim Efektip di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten garut;
c) Tersusunnya  SOP penatausahaan keuangandan BMD di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut;
d) Tersusunnya Panduan Penata Usahaan Keuangan dan BMD di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut;
e) Tersosialisaikannya  SOP dan Panduan Penatausahaan keuangan dan BMD  di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut;
f) Terimplementasikannya SOP dan Buku Panduan Penatausahaan Keuangan dan BMD di Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten garut;
c). Ruang lingkup
Adapun Ruang lingkup aksi perubahan ini difokuskan/di utamakan pada Optimalisasi Pengawasan Penatausahaan Keuangan Melalui Penerapan SPIP Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (SI WASTAPEL APIP) melalui pembuatan SOP dan Buku Panduan Penatauasahaan keuangan.

BAB II
DESKRIPSI RENCANA AKSI PERUBAHAN
a. Roadmap atau Milestone Renacana Aksi Perubahan
Roadmap/Milestone yaitu tahapan rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategis.
1. Kegiatan
Tahapan kegiatan aksi perubahan dibagi menjadi tiga jangka waktu pelaksanaan yaitu jangka pendek, menengah dan jangka panjang, sampai dengan Seminar Laporan hasil akhir Perubahan dilaksanakan seluruhnya dalam jangka pendek dengan uraian sebagai berikut : 
Jangka Pendek
a. Perencanaan (Planning)
Kegiatan perencanaan terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Konsultasi pelaksanaan rencana aksi perubahan kepada atasan  langsung sebagai mentor :
a) Dilaksanakan pada hari Senin 01 Maret 2021 di ruang sekretaris 
b) Menyampaikan Laporan tentang pelaksanaan PKP Gelombang I kepda Mentor untuk mendapatkan arahan dari mentor mengenai  rencana aksi perubahan
2. Konsultasi pelaksanaan aksi perubahan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut selaku Sponsor.
a) Dilaksanakan pada hari Selasa 02 Maret 2021 di ruang kerja kepala satuan polisi pamong praja 
b) Menyampaikan Laporan tentang pelaksanaan PKP Gelombang I kepada Sponsor untuk mendapat arahan dan masukan dari Sponsor mengenai rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan
3. Melaksanakan penyusunan Draft SK pembentukan tim efektif pelaksanaan aksi perubahan.
a) Dilaksanakan pada hari Rabu 03 Maret 2021 koordinasi dengan rekan kerja dan Staf untuk menyampaikan informasi,dan tugas-tugas dari tim efektif
b) Sebagai Dasar Hukum pembentukan tim efektif aksi perubahan perlu diperkuat dengan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  Kabupaten Garut;
4. Mengumpulkan bahan referensi untuk bahan penyusunan SK Tim Efektif aksi perubahan
a) Dilaksanakan pada hari Kamis 04 Maret 2021di ruang kerja sekretariat
b) Mengumpulkan bahan referensi pnyusunan bahan dan data-data yang  dibutuhkan

5. Penyusunan SK Tim Efektif aksi Perubahan 
a) Dilaksanakan pada hari Jum’at 05 Maret 2021 di ruang kerja sekretariat 
b) Menyusun dan membuat draf SK Tim fektif untuk pelaksanaan Aksi Perubahan

6. Melanjutkan penyusunan SK tim efektif 
a) Dilaksanakan pada hari Senin 08 Maret 2021 bertempat di ruang kerja sekretariat 
b) Melanjutkan penyusunan dan pembuatan Sk Tim Efektif untuk di tandatangani.
7. Penandatanganan SK tim efektif
a) Dilaksnakan pada hari Selasa 09 Maret 2021 di ruang kerja sekretaris 
b) SK Tim Efektif Aksi Perubahan  yang sudah di Tanda tangan
8. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) aksi Perubahan.dilanjutkan koordinasi dengan Stekholder Internal dan Eksternal
a) Dilaksanakan pada hari Rabu 10 Maret 2021 diruang kerja sekretariat. Tersusunya rencana Anggaran Biaya (RAB) Aksi Perubahan .
b) Koordinasi dengan Stekholder Internal dan Eksternal.
c) Dukungan  Aksi perubahan dari stakeholder internal dan eksternal.
9. Koordinasi dan Brainstorming dengan Stakeholder Eksternal berkenaan dengan pelaksanaan aksi perubahan 
a) Dilaksanakan pada hari Jum’at 12 Maret 2021 dibidang secretariat dan di bidang 
b) Melanjutkan Koordinasi dengan stekholder internal dan eksternal

b. Pengorganisasian (Organizing)
Tahap pengorganisasian laporan hasil akhir perubahan terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, yaitu :
1. Penetapan Tim Efeketif Aksi Perubahan, yang dilaksanakan pada hari senin 15 maret 2021
2. Pembagian tugas dalam pelaksanaan  aksi perubahan dilaksanakan pada hari selasa tanggal 16 maret 2021
3. Koordinasi dengan Stekholder Internal dan Eksternal untuk mendapatkan adanya dukungan  aksi perubahan yang dilaksanakan pada hari rabu tanggal 17 maret 2021
4. Koordinasi dengan Subag Evaluasi dan Pelaporan Satpol.PP Kab. Garut untuk mengumpulkan bahan dan data yang dibutuhkan dalam aksi perubahan yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 18 maret 2021

c. Pelaksanaan (Actuating)
1. Menyelenggarakan Rapat pembentukan Tim Penyusun SOP yang dilaksanakan pada hari Senin 22 Maret 2021yaitu 
a) Penyusunan draf/ format  Standar Operational Procedur (SOP) tentang Pengawasan Penatausahaan Keuangan
b) Koordinasi dan konsultasi dengan mentor dan Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Satpol.PP
c) Tersususnya SOP Pengawasan Penatausahaan Keuangan  

2. Penyusunan draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Penatausahaan Keuangan dilanjutkan koordinasi dengan Stekholder Internal dan Eksternal
a) Pelaksanaan penyusunan SOP dilaksnakan pada hari Selasa 23 Maret 2021 
b) Adanya dukungan dari  Stekholder Internal dan Eksternal

3. Konsultasi dengan Bagian Organisasi tentang Standar Operasional Prosedur dan dianjutkan Koordinasi dengan Stekholder Internal dan Eksternal    
a) Kegiatan dilaksanakanpada hari rabu 24 Maret 2021 di ruang kerja bagian organisasi sekretariat daerah kabupaten garut untuk pembuatan   SOP Pengawasan Penatausahaan Keuangan.
b) Melanjutkan Koordinasi dengan Stekholder Internal dan Eksternal    untuk penandatangan pernyataan dukungan.                
4. Pembuatan Nota dinas Pengantar  Penandatanganan Draft  SOP Pengawasan Penatausahaan Keuangan dilanjutkan koordinasi dengan Stekholder Internal dan Eksternal
a) Pembuatan Nota dinas Pengantar  Penandatanganan Draft  SOP Pengawasan Penatausahaan Keuangan dilaksanakan pada hari Kamis 25 Maret 2021
b) Pernyataan dukungan Stekholder Internal dan Eksternal.
5. Permohonan penandatangan Draft  standar Operasional Prosedur (SOP) 
· Dilaksanakan pada hari Jum’at 26  Maret 2021 ditandatangani dan ditetapkannya SOP Pengawasan Penatausahaan Keuangan 
6. Penyusunan buku pedoman dilaksanakan pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 
a) Diskusi dengan tim efektif dalam rangka pengumpulan bahan-bahan untuk penyusunan buku 
b) Terkumpulnya bahan-bahan referensi penyusunan buku pedoman
7. Pada hari selasa 30 Maret 2021 penyusunan buku pedoman 
8. Pembagian tugas tim efektif dilaksanakan pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 kemudian  dilanjutkan koordinasi dengan kasubbag evlap dan pelaporan terkait dengan pembagian tugas tim efektif 
9. Pada hari kamis 01 April 2021 Sosialiasi Standar Operational Prosedure (SOP) Administrasi pendukung, penataan kelengkapan dan sosialisasi 
10. Pembuatan jadwal kegiatan pada hari senin 05 April  2021 
11. Selasa 06 April  2021 Pelaksanaan jadwal Tim Aksi Perubahan 
12. Rabu 07 April 2021 Pelaksanaan jadwal Tim Aksi Perubahan
13. Kamis 08 April  2021 Pelaksanaan jadwal Tim Aksi Perubahan 
14. Jum’at 09 April  2021 Pelaksanaan jadwal Tim Aksi Perubahan 
15. Senin 12 April 2021 Pelaksanaan jadwal Tim Aksi Perubahan Laporan hasil kegiatan 
16. Selasa 13 April 2021 Pelaksanaan jadwal Tim Aksi Perubahan  
17. Rabu 14 April  2021 Pelaksanaan jadwal Tim  Aksi Perubahan
18. Supervisi dan Monitoring Kegiatan Diklat PKP dari Pusdikmin 
a) Dilaksanakan pada hari kamis 15 April  2021 
b) Pemberian arahan dan masukan tentang hasil pelaksanaan kegiatan 
19. Pada hari Jum’at 16 April  2021 melaksanakan evaluasi terhadap aksi perubahan     Perbaikan pelaksanaan tugas 
20. Penyusunan bahan kuesioner sebagai instrumen yang digunakan dalam tahap monitoring dan evaluasi aksi perubahan senin 19 April 2021 (Draft kuesioner)
21. Selasa 20 April 2021 Membagikan angket/ kuesioner kepada stakeholder internal dan eksternal Angket kuesioner yang telah diisi oleh semua stakeholder 
22. Kegiatan pada hari rabu 21 April 2021 dilanjutkan pembagian angket/ kuesioner kepada stakeholder internal dan eksternal 
23. Pada hari hkmis 22 April 2021 merekap dan mengolah  hasil tanggapan stakeholder   aksi perubahan melalui  angket kuesioner 
24. Hari jum’at 23 April 2021 Melakukan evaluasi hasil rekapitulasi tanggapan stakeholder tentang pelaksanaan aksi perubahan.

Jangka Menengah
Dalam tahap jangka menengah pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Pengawasan Penatausahaan Keuangan melalui Penerapan SPIP Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut dilksanakan mulai hari senin tanggal 03 April 2021 sampai dengan hari kamis tanggal 30 septemper 2021di satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut.

Jangka Panjang
Dalam tahap  jangka panjang pelaksanakan kegiatan Aksi Perubahan sesuai dengan tahapan tahapan yang telah di tentukan yaitu mulai hari senin tanggal 01 oktober 2021 sampai dengan hari jumat tanggal 29 September 2023.

2.Waktu Pelaksanan
1. Minggu Ke -1
a. Laporan tentang pelaksanaan PKP tingkat I kepada Mentor;
b. Laporan tentang pelaksanaan PKP Tahap I kepada Sponsor;
c. Koordinasi dengan rekan kerja / staf;
d. Menyusun dan Menyiapkan laporan minggu Ke-1
2. Minggu Ke-2 
a) Pembuatan SK. Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan;
b) Koordinasi dengan stakeholder internal dan eksternal;
c) Menyusun dan menyiapkan laporan minggu Ke-2 
3. Minggu Ke- 3 
a) Penetapan Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan
b) Rapat dengan Tim efektif untuk pembagian tugas dalam pelaksanaan rencana aksi perubahan.
c) Pengumpulan bahan dan data yang diperlukan untuk rencana aksi perubahan.
d) Menyusun dan menyiapkan laporan minggu ke-3
4. Minggu Ke-4
a) Penyusunan draf/ format  Standar Operational Procedure (SOP) Tim Rencana Aksi Peubahan;
b) Koordinasi dan konsultasi dengan mentor dan Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Satpol.PP;
c) Menyusun dan menyiapkan laporan minggu ke-4.
5. Minggu Ke-5 
a) Pembuatan Buku Panduan pelaksanaan kegiatan Tim Rencana Aksi Perubahan 
b) Sosialisasi Standar Operational Procedure (SOP) dan Tim Rencana Aksi Perubahan 
c) Menyusun dan menyiapkan laporan minggu ke-5.
6. Minggu Ke-6 
a) Pembuatan Jadwal Kegiatan Tim Rencana Aksi Perubahan 
b) Pelaksanaan jadwal Tim Rencana Aksi Perubahan 
c) Menyusun dan menyiapkan laporan minggu ke-6.
7. Minggu Ke 7
a) Pelaksanaan jadwal Tim Rencana Aksi Perubahan 
b) Menyusun dan menyiapkan laporan minggu ke -7
8. Minggu ke 8
a) Melakukan evaluasi terhadap rencana aksi perubahan
b) Membagikan angket/ kuesioner kepada stakeholder internal dan eksternal;
c) Menyusun dan menyiapkan laporan minggu- 8
9. Minggu ke-9
a) Menyusun laporan akhir pelaksanaan rencana aksi perubahan;
b) Membuat persetujuan laporan pelaksanaan rencana aksi perubahan dengan mentor.
c) Menyusun dan menyiapkan laporan minggu Ke-9

3.Tahapan Rencana Aksi Perubahan
Berdasarkan hasil obserpasi khususnya di bidang sekretaiat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut,di bagian keuangan terdapat adanya  permasalahan diantaranya :

	NO
	KONDISI SAAT INI
	KONDISI YANG DIHARAPKAN

	1
	Masih belum optimalnya pelaksanaan penatausahaan keuangan, baik secara eksternal maupun secara internal  sehingga keterlambat dalam LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) kegiatan itu sering terjadi.
	Mengoptimalkan pelaksanaan penatausahaan keuangan, baik secara eksternal maupun secara internal  sehingga tepat waktu dalam pencapain laporan pertanggung jawaban (LPJ) kegiatan

	2
	Belum tertatanya pengadministrasian pengelolaan asset 
	Pengadministrasian pengelolaan asset sesuai dengan tugas dan funginya

	3
	Lemahnya  pertanggung jawaban  pegawai ASN yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan jg pengadmistrasiannya
	Pegawai / ASN bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan yang di embannya  



Adapun salah satu upaya untuk meningkatkan agar penatausahaan keuangan dan penatausahaan BMD diperlukan adanya sistem pengendalian yang bersifat andal dan menyeluruh dengan melibatkan seluruh stakeholder yang berada di Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri ( Internal ) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  yang dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah
Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

b.Stekholder Aksi Perubahan
Bagian terkait yang  berperan dalam melaksanakan sosialisasi. Bertindak sebagai fasilitator dan memberikan dukungan terhadap rencana area aksi perubahan yang akan dilakukan.
1. Stakeholder Internal
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  Kabupaten Garut selaku Pembina kegiatan.
2. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut selaku mentor.
3. Para Kabid Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut selaku mitra kerja dalam proses implementasi rencana aksi perubahan.
4. Para Kepala Seksi di Bidang selaku mitra kerja dalam proses implementasi rencana aksi perubahan.
5. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan / Subbagian Kepegawaian selaku mitra kerja implementasi aksi perubahan.
6. JFU/ Stap di lingkup Kepala Subbagian Keuangan  sebagai anggota tim rencana aksi perubahan yang efektif.
2. Stakeholder Eksternal
1. BPKAD Kabupaten Garut 
· Kepala Bidang Perbelanjaan selaku pemberi arahan implementasi rencana aksi perubahan.
· Kepala Bidang Anggaran selaku pemberi arahan implementasi rencana aksi perubahan.
· Kepala Bidang Aset selaku pemberi arahan implementasi rencana aksi perubahan.
2. Inspektorat Kabupaten Garut
· Irban IV  Kabupaten Garut selaku mitra konsultasi dalam pelaksanaan rencana aksi perubahan.
3. Bappeda Kabupaten Garut
· Kabid Pemerintahan Kabupaten Garut selaku mitra konsultasi dalam pelaksanaan rencana aksi perubahan.
4. Setda Kabupaten Garut
· Kepala Bagian Dalbang selaku mitra konsultasi dalam pelaksanaan rencana aksi perubahan.
· Kepala Bagian Organisasi selaku mitra konsultasi dalam pelaksanaan rencana aksi perubahan.
· Kepala Bagian  Hukum selaku mitra konsultasi dalam pelaksanaan rencana aksi perubahan.
3.Peran, pengaruh dan intensitas
Untuk melangkah lebih jauh, maka perlu tahu stakeholder mana yang akan mendukung, netral dan menolak serta untuk mengetahui stakeholder mana saja yang penting dan memiliki pengaruh besar terhadap rencana aksi perubahan ini :

	No
	Deskripsi
	Posisi
	Pengaruh
	Nilai

	a. STAKEHOLDER  INTERNAL

	
	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Project Sponsor memberikan dukungan yang bersifat sistemik (DRS.H.HENDRA SISWARA.G,M.M )
	Sangat Mendukung (Promoters)
+++
	Tinggi
	9

	2.
	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja memberikan dukungan penuh serta memiliki peranan yang signifikan dalam membantu kesuksesan Rencana Aksi  Perubahan(Iwan Riswandi, SI.P).
	Sangat Mendukung
(Promoters)
+++
	Tinggi
	9

	3.
	Kabid Trantibum
	Sangat
Mendukung
(Promoters)
+++
	Tinggi
	8

	4.
	Kabid Penegakan
	Mendukung (Latents)
++
	Sedang
	8

	5.
	Kabid Pengembangan SDM
	Mendukung (Latents)
++
	Sedang
	8

	6.
	Kabid Linmas
	Mendukung (Latents)
++
	Sedang
	8

	7.
	Kasi Anev Bid Trantibum
	Mendukung (Latents)
++
	Sedang
	7

	8.
	Kasi Binluh Bid Trantibum
	Mendukung (Latents)
++
	Sedang
	7

	9.
	Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
	Mendukung (Latents)
++
	Sedang
	7

	10.
	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Mendukung
(Latents)
+/-
	Sedang
	7

	11.
	Kasubag Oprasi dan Pengamanan
	Mendukung
(Latents)
++
	Sedang
	7

	12.
	Kasi Penindakan dan Pengendalian

	Mendukung
(Latents)
	Sedang
	7

	13.
	Kasi Hubungan Antar Lembaga
	Mendukung
(Latents)
++
	Sedang
	7

	14.
	Kasi Penyelidikan dan Penyidikan
	Mendukung
(Latents)
++
	Sedang
	7

	15.
	Kasi Pembinaan Satuan Unit
	Mendukung
(Latents)
++
	Sedang
	7

	16.
	Kasi Tindak Internal
	Mendukung
(Latents)
++
	Sedang
	7

	17.
	Kasi Pelatihan SDM
	Mendukung
Latents)
++
	Sedang
	7

	18.
	Kasi Bantuan Perlindungan
	Mendukung
(Latents)
++
	Sedang
	7

	19.
	Kasi Bina Potensi Masyarakat
	Mendukung
(Latents)
++
	Sedang
	7

	20.
	Kasi Pelatihan Perlindungan
	Mendukung
(Latents)
++
	Sedang
	7

	21.
	JFU/ Staf  di lingkup keuangan 
	Mendukung
(Defenders)
++
	Sedang
	7

	
b. STAKEHOLDER EKSTERNAL

	1.
	Kepala Bidang Perbelanjaan BPKAD Kabupaten Garut
	Mendukung
(Latents)
++
	Sedang
	6

	2.
	Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Garut
	Mendukung (Latents)
++
	Sedang
	6

	3.
	Kepala Bidang Aset BPAD Kabupaten Garut
	Mendukung
(Latents)
++
	Sedang
	6

	4.
	Inspektorat Irban IV Kabupaten Garut

	Mendukung
(Latents)
++
	Sedang
	6

	5.
	Kabid Pemerintahan Bappeda Kabupaten Garut

	Mendukung
(Latents)
++
	Sedang
	6

	6.
	Kepala Bagian Dalbang SETDA Kabupaten Garut
	Netral
(Aphatetic)
+/-
	Rendah
	4

	7.
	Kepala Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Garut
	Netral
(Aphatetic)
+/-
	Rendah
	4

	8.
	Kepala Bagian  Hukum SETDA Kabupaten Garut
	Netral
(Aphatetic)
+/-
	Rendah
	4




Keterangan :
1. Jenis Posisi :
a) Sangat Mendukung	=  +++
b) Mendukung		=  ++
c) Netral			=  +/-
d) Menentang		=  -
2. Pengaruh :
a) Tinggi                     		 =  8 – 10
b) Sedang			 =  5 – 7
c) Rendah			 =  1 – 4

Promoters         : Pengaruh tinggi peran tinggi
Defenders         : Pengaruh kurang peran tinggi
Latens               : Pengaruh tinggi peran kurang
Apatheti	: Pengaruhrendah peran kurang
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Peta Jejaring (Net Map)
Aksi perubahan, perlu mengenal terlebih dahulu siapa saja Stakeholder yang berkepentingan terhadap asksi  perubahan ini, oleh karena itu perlu dibuat suatu Peta jejaring atau Net Map yang bertujuan memetakan Stakeholder yang terkait dengan perubahan tersebut. Dan Net Map itu dapat diperkirakan bagaimana sudut pandang Stakeholder terhadap aksi perubahan ini. Apabila dipetakan dalam net map, maka Stakeholder yang terlibat dalam aksi perubahan ini dapat digambarkan sebagi berikut:

















Kabid Trantibum Satpol.PP

Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kasi Bantuan Perlindungan

Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Sekretaris Satpol.PP


Coach
Kepala Satuan Polisi.Pamong Praja


Kabid Penegakan Satpol.PP
Kasi Bina Potensi Masyarakat


Kasi Pelatihan Perlindungan


Kabid Pengembangan SDM  Satpol.PP

Kasi Bina Potensi Masyarakat

Kabid Linmas Satpol.PP

Kasi Pelatihan Perlindungan


Kasi Anev Bid.Trantibum
Kaubbag Keuangan Dan BMD Satpol.PP

JFU/ Pelaksana di Linkup Keuangan

Kasi Binluh Bid.Trantibum


Kasi Penindakan dan Pengendalian


Kabid Pemerintahan Bappeda Kabupaten Garut

Inspektorat Irban IV Kabupaten Garut
Kasi Oprasi dan Pengamana

Kasi Hubungan Antar Lembaga


Kepala Bagian Dalbang SETDA Kabupaten Garut
Kasi Penyelidikan Dan



Kepala Bidang Perbelanjaan BPKAD Kabupaten Garut
Kasi Tindak Internal
Kepala Bidang Aset BPAD Kabupaten Garut
Kepala Bagian Dalbang SETDA Kabupaten Garut
Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Garut Kepala 
Kasi Pelatihan SDM
Kasi Pembinaan Satuan Unit

Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Garut


Keterangan :
		: Perintah
		: Laporan & Konsultasi
		: Koordinasi
		: Sosialisasi



		


Keterangan :

1. Project Leader melakukan laporan dan konsultasi kepada Mentor tentang hasil pelaksanaan PKP
2. Mentor dan Project Leader melakukan laporan dan konsultasi tentang rencana rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan.
3. Sebagai bentuk persetujuan dan dukungan kepada Mentor untuk merumuskan berbagai kebijakan strategis dalam rangka menyukseskan kegiatan rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan oleh Project Leader.
4. Project Leader melakukan koordinasi dengan rekan kerja dan Staf;
5. Project Leader menyampaikan  laporan minggu kesatu kepada Coach mengenai kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan rencana aksi perubahan.
6. Project Leader, membuat rancangan surat keputusan Kasatpo.PP tentang pembentukan tim efektif rencana aksi perubahan;
7. Project Leader menyusun rencana anggaran biaya (RAB) rencana aksi perubahan;
8. Project Leader melakukan koordinasi dengan Stakeholder Internal dan Eksternal;
9. Sponsor mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan tim efektif untuk bersama-sama dengan Project Leader melaksanakan kegiatan rencana aksi perubahan yang telah direncanakan.
10. Project Leader menyampaikan laporan minggu kedua kepada Coach mengenai kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan rencana aksi perubahan.
11. Project Leader  membentuk tim efektif rencana aksi  perubahan;
12. Berdasarkan surat Keputusan Kasatpol.PP Kabupaten Garut tentang pembentukan tim efektif, Project Leader mengundang tim efektif untuk melaksanakan rapat koordinasi dan pembagian tugas dalam pelaksanaan  rencana aksi  perubahan;
13. Project Leader bersama tim efektif mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan untuk rencana aksi  perubahan.
14. Project Leader menyampaikan laporan minggu ketiga kepada Coach mengenai kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan rencana aksi  perubahan.
15. Project Leader bersama tim efektif menyusun format dan draf Standar Operational Prosedur (SOP) tentang tim rencana aksi perubahan
16. Project Leader melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor dan Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan dalam upaya penyusunan draf SOP rencana aksi  perubahan
17. Project Leader menyampaikan laporan minggu keempat kepada Coach mengenai kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan proyek perubahan;
18. Project Leader bersama tim efektif membuat buku panduan pelaksanaan tugas tim rencana aksi  perubahan;
19. Project Leader melaksanakan Sosialisasi Standard Operational Procedure (SOP) dan buku panduan pelaksanaan tugas tim rencana aksi  perubahan dan  stakeholder internal;
20. Project Leader menyampaikan laporan minggu kelima kepada Coach mengenai kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan rencana aksi  perubahan.;
21. Project Leader bersama tim efektif membuat Jadwal Kegiatan Ton Siaga Penanggulangan Gangguan trantibum;
22. Project Leader bersama Mentor dan tim melaksanakan Kegiatan tim rencana aksi  perubahan;
23. Project Leader menyampaikan laporan minggu keenam kepada Coach mengenai kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan rencana aksi  perubahan;
24. Project Leader bersama Mentor dan tim melaksanakan Kegiatan rencana aksi  perubahan,
25. Project Leader menyampaikan laporan minggu ketujuh kepada Coach mengenai kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan rencana aksi  perubahan;
26. Project Leader bersama Mentor melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan rencana aksi  perubahan;
27. Project Leader membagikan angket/kuisioner kepada Stakeholder Internal dan Eksternal tentang rencana aksi  perubahan;
28. Project Leader mengumpulkan, menganalisa dan mengevaluasi hasil dari angket/kuisioner;
29. Project Leader menyampaikan laporan minggu ke delapan kepada Coach mengenai kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan rencana aksi  perubahan;
30. Project Laeder membuat laporan akhir pelaksanaan rencana aksi  perubahan.
31. Project Leader membuat persetujuan laporan pelaksanaan rencana aksi  perubahan kepada Mentor
32. Project Leader menyampaikan laporan minggu ke sembilan kepada Coach mengenai kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan rencana aksi  perubahan

KUADRAN STAKEHOLDER
Sebelum Implementasi
PENGARUH TINGGI


PROMOTERS
1.Kepala Sat.Pol.PP Kab.Garut
2.Sekretaris Sat.Pol PP.Kab.Garut

LATENTS
1. Kepala BPKAD Kab.Garut
2. Inspektorat Kab.Garut
3. Bappeda Kab.Garut
4. Setda Kab.Garut






		



PERAN RENDAH
PERAN TINGGI


DEFENDERS
1. Para Kepala Bidang di Satuan Pilisi Pamong Praja Kab.Garut
2. Para Kepala Seksi /Subbag di Sat.Pol PP Kab.Garut
3. JFU di lingkup Subbag Keuangan Kab.Garut


APHATETIC
1. Para Kepala Bidang di Satuan Pilisi Pamong Praja Kab.Garut
2. Kepala BPKAD Kab.Garut
3. Inspektorat Kab.Garut
4. Bappeda Kab.Garut
5. Setda Kab.Garut






	


PENGARUH RENDAH














4.Strategi Komunikasi
Untuk mensinergikan seluruh potensi kekuatan stakeholder dan mengatasi kendala-kendala yang muncul maka perlu dirumuskan strategi komunikasi,langkah yang diambil adalah meningkatkan komunikasi dan srategi komunikasi yang dilakukan sebagai berikut :
1. Membuat wadah-wadah komunikasi :
a) Rapat koordinasi
b) Sosialisasi
2. Mengembangkan teknik-teknik komunikasi melalui komunikasi personal baik tatap muka , telepon dan memanfaatkan media sosial
3. Pengembangan metode komunikasi secara persuasif kepada staf dan edukatif kepada stakeholder internal


























BAB III
PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN

1. Pemanfaatan Sumber Daya

Struktur organisasi tata kelola Sumber Daya Aksi perubahan ini dibentuk dengan susunan sebagai berikut :
Sponsor



Mentor


Steakeholder Internal dan External
Coach


Leader




	Tim Epektip




SPONSOR	: Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Garut
 		Dr. H. Hendra Siswara Gumilang, MM.
1. Memberikan legitimasi dan dukungan untuk aksi perubahan
2. Membantu peserta Diklat dalam memetakan agenda aksi yang akan dilaksanakan
3. Memfasilitasi peserta Diklat dalam menyelesaikan masalah yang timbul selama proses pelaksanaan aksi perubahan.
MENTOR	: Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Garut
 		             Iwan Riswandi,SI.P 
0. Memberikan otorisasi kepada peserta untuk menyusun rencana aksi perubahan;
0. Mempelajari dan mendalami rencana aksi perubahan yang dilakukan;
0. Memberikan masukan penyempurnaan terhadap rencana aksi perubahan;
0. Memastikan rencana aksi perubahan tersebut membantu peningkatan kinerja organisasi;
0. Menyetujui rencana aksi perubahan; 
0. Bertindak sebagai pembimbing dan pengawas peserta berdasar sikap profesionalisme;
0. Memberikan dukungan penuh kepada peserta diklat dalam mengimplementasikan aksi perubahan;
0. Memberikan dukungan kepada peserta dalam mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang diperlukan dalam melakukan implementasi aksi perubahan;
0. Memberikan bimbingan kepada peserta dalam mengatasi kendala yang muncul selama proses implementasi berlangsung dan berperan sebagai inspirator bagi perserta diklat.

COACH	: Drs. H. Bisri Mustofa, MM.Pd
1. Memberikan bimbingan dan koreksi serta pengawasan dalam proses pelaksanaan aksi perubahan
2. Menggali potensi peserta diklat dalam mengintegrasikan esensi mata diklat pada tahap penyusunan rancangan aksi perubahan.
3. Memastikan peserta diklat menetapkan area perubahan
4. Melakukan monitoring pada peserta diklat dalam area perubahan.
5. Memberikan arahan bila peserta diklat mengalami permasalahan.

LEADER 	:  H.Suhendar,SE
1. Merumuskan strategi, program kegiatan yang akan dilakukan dalam menangani masalah
2. Berinisiatif melakukan diskusi secara aktif dengan mentor dan coach tentang persiapan, konsep penyelenggaraan dan pelaporan aksi perubahan
3. Membangun kerjasama dan jejaring kerja internal dan eksternal organisasi
4. Mengarahkan dan memotivasi tim
5. Memimpin, mendelegasikan, mengarahkan penyelenggaraan aksi perubahan sesuai kapasitas tim.
6. Mengelola tim agar perubahan dapat terlaksana dan mendapatkan hasil.

Tim Efektif   : Anggota Bidang Sekretariat pada Subbagian Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut.
1. Membantu/mendukung action leader untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan pada rencana aksi perubahan agar hasil rencana aksi sesuai yang diharapkan
1. Bertugas dalam pelaksanaan sosialisasi;
1. Bertugas dalam membuat perencanaan, penyertaan partisipasi stakeholder, penyusunan format evaluasi, pelaksanaan evaluasi kegiatan aksi perubahan;
1.  Bertugas dalam menyediakan data pendukung dalam aksi perubahan secara umum.
1.  Bertugas dalam melaksanakan aksi perubahan.
1. Memberikan feedback terhadap kemajuan laporan implementasi aksi perubahan.diantaranya;

Tim Efektif
	No
	Nama
	Jabatan

	1.
	Agus Sunandi,S.IP
	Kasubbag Perencanaan ,Evlap

	2.
	Dian Subarjah
	Bendahara Pengeluaran

	3.
	Pipih Mudrikoh
	Bendahara Pengeluaran Pembantu

	4.
	Egal Sopyan Haritz
	Bendahara Pengeluaran pembantu

	5.
	Tedi Supriatna
	Bendahara Pengeluaran pembantu

	6.
	Kusnadi
	Bendahara Pengeluaran pembantu

	7.
	Tatang Supriatna
	Bendahara Pengeluaran pembantu

	8.
	Teten Burhanudin
	Penatausahaan BMD

	9.
	Taupik Abdul Rahman
	Verifikatur

	10.
	Erpan Rubaya
	Pengelola Gaji



2. Pengelolaan Anggaran
Anggaran aksi perubahan ini bersumber dari dana pribadi ;
	Jumlah
	Deskripsi

		Rp.         500.000,-
  Rp.         700.000,-
  Rp.         700.000,-
  Rp.         600.000,-
	· Rapat Koordinasi dan Sosialisasi
· ATK
· Jilid Biasa dan penggandaan
· Cetak Buku Panduan

	  Rp.      2.500.000,-
	J U M L A H



3. Pengelolaan Sarana Prasarana
Saranan dan prasarana yang di gunakan dalam pelaksanaan aksi perubahan ini adalah
1. Ruang kerja
2. Meja kerja
3. Buku Panduan
4. Laptop/Kompuer PC

4. Strategi mengatasi Masalah

1. Internal
	
	Strategi

	1
	Koordinasi dan pendekatan lebih intens dengan anggota Tim Efektif

	2
	Koordinasi dengan  tim efektif untuk bertindak  cepat, tepat, efisien dan efektif

	3
	Pendekatan secara intens dengan stakeholder

	4
	Mengkoordinasikan tim efektif untuk bertindak  cepat, tepat, efisien dan efektif 




2. Eksternal
	
	Strategi

	1
	Koordinasi secara intens dengan stakeholder terkait  dan pelaksanaan aksi aksi perubahan

	2
	Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan aksi perubahan dengan seluruh stakeholder terkait 

	3
	Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan aksi perubahan dengan coach dan seluruh stakeholder terkait



b.Stekholder 

1. Dukungan Stekholder
Stakeholders adalah individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh organisasi sebagai dampak dari aktivitas-aktivitasnya. Definisi lain dari stakeholder  adalah pemegang atau pemangku kepentingan.  Orang per orang atau kelompok tertentu yang mempunyai kepentingan apapun terhadap sebuah obyek disebut stakeholder.
Stakeholders atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam rencana aksi perubahan Optimalisasi Pengawasan Penatausahaan Keuangan melalui Penerapan SPIP Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut ini adalah :
Stekholder internal
1. Stakeholders internal yang berada didalam lingkungan organisasi dan terdi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut selaku pejabat pembuat kebijakan yang sangat berpengaruh dan berkepentingan terhadap pemanfaatan dalam keberhasilan rencana aksi perubahan dengan memberikan legitimasi dan arahan pelaksanaan rencana aksi perubahan.
2. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut selaku mentor yang sangat berpengaruh dan berkepentingan terhadap pemanfaatan dan keberhasilan rencana aksi perubahan dalam mengarahkan dan membimbing pelaksanaan rencana aksi perubahan.
3. Kepala Bidang Trantibum selaku pemberi masukan dan dukungan terhadap penyusunan rancangan dan pelaksanaan rencana aksi perubahan dan pemanfaatan dalam memberikan dorongan dan motifasi untuk keberhasilan rencana aksi perubahan. 
4. Kepala Bidang Gakda selaku pemberi masukan dan dukungan terhadap penyusunan rancangan dan pelaksanaan rencana aksi perubahan dan pemanfaatan dalam memberikan dorongan dan motifasi untuk keberhasilan rencana aksi perubahan. 
5. Kepala  Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku pemberi masukan dan dukungan terhadap penyusunan rancangan dan pelaksanaan rencana aksi perubahan dan pemanfaatan dalam memberikan dorongan dan motifasi untuk keberhasilan rencana aksi perubahan.
6. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat selaku selaku pemberi masukan dan dukungan terhadap penyusunan rancangan dan pelaksanaan rencana aksi perubahan dan pemanfaatan dalam memberikan dorongan dan motifasi untuk keberhasilan rencana aksi perubahan.
7. Kepala subbagian evlap dan pelaporan selaku pemberi masukan dan dukungan terhadap penyusunan rancangan dan pelaksanaan rencana aksi perubahan dan pemanfaatan dalam memberikan dorongan dan motifasi untuk keberhasilan rencana aksi perubahan. 
8. Kepala subbgian umum selaku selaku pemberi masukan dan dukungan terhadap penyusunan rancangan dan pelaksanaan rencana aksi perubahan dan pemanfaatan dalam memberikan dorongan dan motifasi untuk keberhasilan rencana aksi perubahan.
9. Kepala seksi Penindakan dan Pengendalian, Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga,  Kepala Penyelidikan dan Penyidikan Bidang Gakda selaku selaku pemberi masukan dan dukungan terhadap penyusunan rancangan dan pelaksanaan rencana aksi perubahan dan pemanfaatan dalam memberikan dorongan dan motifasi untuk keberhasilan rencana aksi perubahan.
10. Kepala seksi Pembinaan Satuan Unit, Kepala Seksi Tindak Internal dan  Kepala Seksi Pelatihan SDM Bidang Pengembangan SDM selaku selaku pemberi masukan dan dukungan terhadap penyusunan rancangan dan pelaksanaan rencana aksi perubahan dan pemanfaatan dalam memberikan dorongan dan motifasi untuk keberhasilan rencana aksi perubahan.
11. Kepala seksi Bantuan Perlindungan Masyarakat, Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat dan Kepala Seksi Pelatihan Perlindungan Bidang Linmas selaku selaku pemberi masukan dan dukungan terhadap penyusunan rancangan dan pelaksanaan rencana aksi perubahan dan pemanfaatan dalam memberikan dorongan dan motifasi untuk keberhasilan rencana aksi perubahan.
12. Kasubag  Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, Kasubag Keuangan dan BMD dan Plt.Kasubag Umum dan Kepegawaian selaku pemberi masukan dan dukungan terhadap penyusunan rancangan pembentukan Ton Siaga penanggulangan gangguan Trantibum, SK Ton Siaga , SOP dan buku panduan pelaksanaan tugas Ton Siaga penanggulangan Gangguan Trantibum.
13. Pelaksana dan Staf Bidang sekretariat  memiliki potensi mendukung aspek administrasi dan teknis pelaksanaan rencana aksi perubahan.

Stakeholder Eksternal
1. BPKAD Kabupaten Garut 
1) Kepala Bidang Perbelanjaan memiliki potensi mendukung aspek administrasi rencana aksi perubahan; 
2) Bidang Anggaran memiliki potensi mendukung aspek administrasi rencana aksi perubahan; 
3) Kepala Bidang Aset memiliki potensi mendukung aspek administrasi rencana aksi perubahan. 
2. Inspektorat Irban IV  Kabupaten Garut memiliki potensi mendukung aspek administrasi rencana aksi perubahan.
3. Bappeda Kabupaten Garut Kabid Pemerintahan memiliki potensi mendukung aspek administrasi rencana aksi perubahan.
4. Setda Kabupaten Garut’
1) Kepala Bagian Dalbang memiliki potensi mendukung aspek administrasi rencana aksi perubahan.
2) Kepala Bagian Organisasi memiliki potensi mendukung aspek administrasi rencana aksi perubahan.
3) Kepala Bagian Hukum memiliki potensi mendukung aspek administrasi rencana aksi perubahan.




































2.Kuadran Stakeholder setelah Aksi Perubahan

KUADRAN STAKEHOLDER
Setelah Implementasi
PENGARUH TINGGI


PROMOTERS
1. Kepala Sat.Pol.PP Kab.Garut
2. Sekretaris Sat.Pol PP.Kab.Garut

LATENTS
1. Kepala BPKAD Kab.Garut
2. Inspektorat Kab.Garut
3. Bappeda Kab.Garut
4. Setda Kab.Garut






		



PERAN RENDAH
PERAN TINGGI


APHATETIC
(Tidak Ada)
DEFENDERS
1. Para Kepala Bidang di Satuan Pilisi Pamong Praja Kab.Garut
2. Para Kepala Seksi /Subbag di Sat.Pol PP Kab.Garut
3. JFU di lingkup Subbag Keuangan Kab.Garut






	


PENGARUH RENDAH












c.Capaian Aksi Perubahan

1. Kesesuaian  Antara Milestone dan Implementasi

	A.JANGKA PENDEK

	1. PERENCANAAN (PLANNING) 
	Output
	Evidence
	Capain

	
	1. Laporan tentang pelaksanaan PKP tingkat I kepda Mentor;
2. Laporan tentang pelaksanaan PKP Tahap I kepada Sponsor;
3. Koordinasi dengan rekan kerja / staf;
4. Menyusun dan Menyiapkan laporan minggu Ke-1
	Minggu Ke 1 

	Dukungan 
	Dokumentasi
	100%

	
	1. Pembuatan SK. Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan;
2. Koordinasi dengan stakeholder internal dan eksternal;
3. Menyusun dan menyiapkan laporan minggu Ke-2
	Minggu Ke-2 


	Dukungan 
	Dokumentasi
	100%

	2. PENGORGANISASIAN (ORGANIZING) 
	
	
	

	
	1. Penetapan Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan
2. Rapat dengan Tim efektif untuk pembagian tugas dalam pelaksanaan rencana aksi perubahan.
3. Pengumpulan bahan dan data yang diperlukan untuk rencana aksi perubahan.
4. Menyusun dan menyiapkan laporan minggu ke-3
	Minggu Ke- 3 

	Dukungan 
	Dokumentasi
	100%

	3. PELAKSANAAN (ACTUATING)
	Output
	Evidence
	Capaian

	
	1. Penyusunan draf/ format  Standar Operational Procedure (SOP) Tim Rencana Aksi Peubahan;
2. Koordinasi dan konsultasi dengan mentor dan Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Satpol.PP;
3. Menyusun dan menyiapkan laporan minggu ke-4.
	Minggu Ke-4


	Dukungan 
	Dokumentasi
	100%

	
	1. Pembuatan Buku Panduan pelaksanaan kegiatan Tim Rencana Aksi Perubahan 
2. Sosialisasi Standar Operational Procedure (SOP) dan Tim Rencana Aksi Perubahan 
3. Menyusun dan menyiapkan laporan minggu ke-5.
	Minggu Ke-5 

	Dukungan 
	Dokumentasi
	100%

	
	1. Pembuatan Jadwal Kegiatan Tim Rencana Aksi Perubahan 
2. Pelaksanaan jadwal Tim Rencana Aksi Perubahan 
3. Menyusun dan menyiapkan laporan minggu ke-6.
	Minggu Ke-6 



	Dukungan 
	Dokumentasi
	100%

	
	1. Pelaksanaan jadwal Tim Rencana Aksi Perubahan 
2. Menyusun dan menyiapkan laporan minggu ke 6-7
	Minggu Ke 6- 7 


	Dukungan 
	Dokumentasi
	100%

	4. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN (CONTROLLINNG)
	Output
	Evidence
	Capaian

	
	1. Melakukan evaluasi terhadap rencana aksi perubahan
2. Membagikan angket/ kuesioner kepada stakeholder internal dan eksternal;
3. Menyusun dan menyiapkan laporan minggu Ke-7-dan 8.
	Minggu ke -8
	Dukungan 
	Dokumentasi
	100%

	
	1. Menyusun laporan akhir pelaksanaan rencana aksi perubahan;
2. Membuat persetujuan laporan pelaksanaan rencana aksi perubahan dengan mentor.
3. Menyusun dan menyiapkan laporan minggu Ke-9.

	Minggu ke-9

	Dukungan 
	Dokumentasi
	100%

	B. JANGKA MENENGAH

	
	         Melaksanakan kegiatan Optimalisasi Pengawasan Penatausahaan Keuangan Melalui Penerapan SPIP Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut


	6 bulan


	Laporan pelaksanaan
	Surat Perintah Dokumentasi
	

	
C. JANGKA PANJANG

	
	Pelaksanakan  Kegiatan Renacana Aksi Perubahan sesuai dengan tahapan tahapan yang telah di tentukan 
	1 tahun
s/d 2 Tahun
	Laporan pelaksanaan
	Surat Perintah Dokumentasi
	









2.Pencapaian Hasil Aksi Perubahan


	No
	Capaian HasilAksi Perubahan
	Terpenuhi
	Tidak Terpenuhi

	1
	Tersusunannya SK pembentukan TIM efektif 

	√
	

	2
	Terbentuk Tim Efektip di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten garu

	√
	

	3
	Tersusunnya  SOP penatausahaan keuangandan BMD di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut

	√
	

	4
	Tersusunnya Panduan Penata Usahaan Keuangan dan BMD di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut

	√
	

	5
	Tersosialisaikannya  SOP dan Panduan Penatausahaan keuangan dan BMD  di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut

	√
	

	6
	Tersosialisaikannya  SOP dan Panduan Penatausahaan keuangan dan BMD  di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut

	√
	

	7
	Terimplementasikannya SOP dan Buku Panduan Penatausahaan Keuangan dan BMD di Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten garut

	√
	




Instrumen Monitoring dan Evaluasi 
Instrumen monitoring dan evaluasi yang digunakan berupa daftar kuisoner untuk internal dan eksternal stakeholder yang berisi daftar pernyataan hasil implementasi proyek perubahan yang dilaksanakan oleh project leader.
Hasil Rekapitulasi Angket Monitoring Proyek Perubahan :

	NO
	PERNYATAAN
	SS
	S
	R
	KS
	TS

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Sosialisasi rencana aksi perubahan telah dilaksanakan dan penyampaian kepada  stakeholder dapat diterima secara jelas. 
	
29
	
1
	
-
	
-
	
-

	2.
	Produk rencana aksi perubahan yang telah disusun merupakan hal yang baru bagi organisasi.
	
30
	
-
	
-
	
-
	
-

	3.
	Produk rencana aksi perubahan dapat dilaksanakan dengan baik di organisasi.
	
28
	
2
	
-
	
-
	
-

	4.
	Produk rencana aksi perubahan dapat membantu mengurangi intensitas kesalahan dalam penatausahaan keuangan
	
29
	
1
	
-
	
-
	
-

	5.
	Rencana aksi perubahan yang dilaksanakan akan meningkatkan kinerja atau produktivitas organisasi
	
28


	2

	
-
	-

	
-



	6.
	Rencana aksi perubahan yang telah dilaksanakan merupakan hal yang dibutuhkan dalam organisasi
	
27
	
3
	
-
	
-
	
-

	7.
	Proyek perubahan yang dilakukan dapat  membuat kinerja organisasi menjadi efektif dan efisien dan akuntable
	
28
	
2
	
-
	
-
	
-

	8.
	Produk yang telah selesai dalam implementasi rencana aksi perubahan akan terus digunakan dan dipelihara untuk kepentingan organisasi.
	
30
	
-
	
-
	
-
	
-


Diagram Lingkaran Hasil Rekapitulasi Kuesioner
a. Prosentase Tanggapan Responden 

	
1. Sosialisasi Rencana Aksi Perubahan telah dilaksanakan dan penyampaian kepada  stakeholder dapat diterima secara jelas.
	


	
2. Produk Rencana Aksi Perubahan yang telah disusun merupakan hal yang baru bagi organisasi.
	



	
3. Produk Rencana Aksi Perubahan dapat dilaksanakan dengan baik di organisasi.
	



	
4. Produk Rencana Aksi Perubahan dapat membantu mengurangi intensitas kesalahan dalam penatausahaan keuangan.
	



	
5. Rencana Aksi perubahan yang dilaksanakan akan meningkatkan kinerja atau produktivitas organisasi
	



	
6. Rencana Aksi Perubahan yang telah dilaksanakan merupakan hal yang dibutuhkan dalam organisasi
	



	
7. Rencana aksi perubahan yang dilakukan dapat  membuat kinerja organisasi menjadi efektif dan efisien
	



	
8. Produk yang telah selesai dalam implementasi rencana aksi perubahan akan terus digunakan dan dipelihara untuk kepentingan organisasi.
	



Rumus Penghitungan : 
Prosentase tanggapan pernyataan = Tanggapan responden / jumlah responden x 100%
b. Prosentase tanggapan secara keseluruhan dari pernyataan yang ditanggapi Respondent adalah :
	
	1.
	Sangat setuju  
	95,41 %;

	2.
	Setuju
	4,59 %;

	3.
	Ragu
	(Tidak ada);

	4.
	Kurang setuju
	(Tidak ada);

	5.
	Tidak setuju
	(Tidak ada);



	



Gambar Diagram Lingkaran Hasil Rekapitulasi Kuesioner
Rumus penghitungan :
Prosentase tanggapan responden =( jumlah prosentase tanggapan / 800 ) X 100 %
Berdasarkan hasil rekapitulasi dan diagram lingkaran  kuesioner di atas dapat dilihat bahwa stakeholder internal dan stakeholder eksternal pada umumnya memberikan respon yang positif/baik terhadap rencana perubahan sehingga perlu dipertahankan atau lebih ditingkatkan lagi dalam melakukan implementasi sebagai pedoman dalam melakukan pekerjaan sehari-hari di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut.






































BAB IV
PENUTUP

a. Simpulan

	Rencana Aksi Peubahan dengan judul Optimalisasi Pengawasan Penatausahaan Keuangan melalui Penerapan SPIP pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan time schedule dan pentahapan yang telah disusun pada rancangan rencana aksi perubahan.
Adapun Output yang dihasilkan dari aksi perubahan ini adalah:
1) Tersusunannya SK pembentukan TIM efektif.
2) Terbentuknya Tim Efektip di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten garut.
3) Tersusunnya  SOP pengawasan penatausahaan keuangandan BMD di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut.
4) Tersusunnya Panduan Pengawasan Penata Usahaan Keuangan dan BMD di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut.
5) Tersosialisaikannya  SOP dan Buku Panduan Pengawasan Penatausahaan keuangan dan BMD  di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut.
6) Terimplementasikannya SOP dan Buku Panduan Pengawasan Penatausahaan Keuangan dan BMD di Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten garut.

b. Rekomendasi

Sebagai bahan tindak lanjut atas selesainya rencana aksi perubahan ini, penulis merekomendasikan  hal-hal sebagai berikut :	
1. Bagi pemerintah daerah agar menyediakan anggaran khusus untuk menunjang rencana aksi perubahan bagi setiap SKPD;
2. Bagi Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Garut demi kesinambungan dari rencana aksi perubahan ini, maka penulis menyarankan agar tujuan jangka menengah dan jangka panjang terus terjaga dan dapat dilaksanakan hendaknya menyediakan anggaran yang memadai bagi keberlangsungan dan keberhasilan dari tujuan rencana aksi perubahan ini.







































LAMPIRAN- LAMPIRAN

a. Berita Acara Penyerhan Aksi Perubahan.
b. Perersetujuan LHAP yang disetujui Mentor dan Coach.
c. Laporan Harian dan Mingguan / Log Activity.
d. Kuesioner 
e. Rencana Aksi Perubahan yang disetujui Mentor dan Coach.
f. Video Aksi Peubahan.
g. Bahan Tayang
[bookmark: _GoBack]
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